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KATA PENGANTAR 
 

 Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penyusunan disertasi dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Mempertahankan 

Kelangsungan Dunia Usaha Dikaitkan Dengan Investasi di Indonesia” dapat 

diselesaikan. Penulisan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

keilmuan strata tiga di bidang ilmu hukum atau doktor hukum, yang diselenggarakan 

oleh Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. 

 PHK menyebabkan ekonomi pekerja menjadi tidak menentu, oleh karena 

itu sangat layak jika pekerja mendapat pesangon, karenanya sangat wajar jika kemudian 

pemerintah melakukan intervensi, bukan hanya melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga 

memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan  dengan memberikan peraturan-

peraturan berpatokan standar. Filosofi PHK bukan merupakan jalan terbaik tetapi jalan 

terakhir setelah upaya musyawarah, mediasi sudah dilakukan dengan karyawan bila 

suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. 

PHK merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan dunia usaha namun hal ini harus 

didukung ketentuan perundang-undangan yang dapat melindungi terhadap pemutusan 

hubungan kerja. 

 Hal inilah yang digali dan diteliti oleh penulis dalam disertasi ini 

tujuannya agar pekerja dan pengusaha mengerti, bahwa penyelesaian pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja 

dan pengusaha. Dengan demikian dharma bakti saya kepada negara, khususnya di bidang 

hukum Ketenagakerjaan dapat dipakai oleh dunia usaha dan pekerja. 

 Sangat banyak pihak terlibat dalam pembuatan disertasi ini, mulai dari 

dukungan doa, moril dan materil. Sehingga selesainya disertasi ini tidak terlepas dari 

bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak sehingga Penulis dapat menjalankan 

program doktor ilmu hukum, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
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Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di 
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- Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA, selaku Rektor 

Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus sebagai Ko-Promotor I yang 

telah banyak membantu dan memberi dorongan serta saran sehingga 

disertasi ini dapat penulis selesaikan. 

- Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd. PA., selaku Direktur Program 

Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah meluangkan 

waktu dan pikiran untuk Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. 

- Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program 

Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak 

membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis 
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- Bapak Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., selaku Ketua Tim 

Promotor yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberi dorongan 
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Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan kepada semuanya dan Penulis 
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ABSTRAK 

 

Pemutusan hubungan kerja adalah suatu langkah pengakhiran hubungan kerja 

antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu dan merupakan yang seharusnya dapat 

dihindarkan, baik itu oleh pengusaha atau pun oleh pekerja/ buruh. Namun sering terjadi 

dan sering ditemui adanya kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena akan 

berdampak kepada kelangsungan usaha dan investasi di Indonesia. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah 1. Apakah penerapan dan aturan tentang pemutusan hubungan kerja 

dapat memberikan kepastian dalam keberlangsungan dunia usaha? 2. Mengapa peranan 

pemerintah atas pemutusan hubungan sangat penting dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan dunia usaha dikaitkan dengan investasi di Indonesia? 3. Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap pengusaha atas pemutusan hubungan kerja dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan dunia usaha dikaitkan dengan investasi di Indonesia? 

Dengan penelitian yuridis empiris diketahui bahwa 1. Penerapan pengaturan 

tentang pemutusan hubungan kerja memberikan kepastian dalam keberlangsungan dunia 

usaha masih banyaknya dijumpai perusahaan/pengusaha yang melakukan PHK terhadap 

pekerjanya tetapi tidak/belum melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang. 2. Peranan pemerintah atas PHK dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan dunia usaha dikaitkan dengan investasi di Indonesia 

dengan menjamin hak-hak dasar pekerja yang merupakan merupakan esensi dari 

disusunnya Undang-undang Cipta Kerja yaitu mewujudkan memenuhi hak warga negara 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kesejahteraan para pekerja 

yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha dan investasi di Indonesia. 3. Upaya 

perlindungan hukum terhadap pengusaha atas pemutusan hubungan kerja dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan dunia usaha dikaitkan dengan investasi di Indonesia 

yaitu pengusaha wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sehingga tidak akan terjadi 

keterlambatan dalam pembayaran upah/hak-hak lain yang harus diterima oleh 

pekerja/buruh. 

 

Kata Kunci: Perlindungan, Pemutusan Hubungan Kerja, Dunia Usaha dan 

Investasi 
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ABSTRACT 

 

Termination of employment is a step to terminate the employment relationship 

between workers and employers for a certain reason and is something that should have 

been avoided, either by the employer or by the worker/labor. However, it often happens 

and there are often cases of Termination of Employment (PHK) because it will have an 

impact on the continuity of business and investment in Indonesia. The problems in this 

research are 1. Can the application and rules regarding termination of employment 

provide certainty in the sustainability of the business world? 2. Why is the government's 

role in terminating relations so important in order to maintain the continuity of the 

business world in relation to investment in Indonesia? 3. How is the legal protection for 

employers against termination of employment in order to maintain the continuity of the 

business world related to investment in Indonesia? 

With empirical juridical research it is known that 1. The application of 

regulations regarding termination of employment provides certainty in the continuity of 

the business world. There are still many companies/employers who lay off workers but 

do not/have not fulfilled their obligations in accordance with the provisions of the law. 

2. The government's role in layoffs in the context of maintaining the continuity of the 

business world is associated with investment in Indonesia by guaranteeing the basic 

rights of workers which is the essence of the drafting of the Job Creation Law, namely 

realizing the fulfillment of citizens' rights to work and a decent living for human welfare 

workers who will have an impact on the progress of the business world and investment 

in Indonesia. 3. Efforts to protect the law against employers for termination of 

employment in order to maintain the continuity of the business world associated with 

investment in Indonesia, namely employers are required to fulfill workers' rights in 

accordance with Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government 

Regulations in lieu of Law Number 2 of 2020 2022 concerning Job Creation, so that 

there will be no delays in the payment of wages/other rights that must be received by 

workers/laborers. 

 

Keywords: Protection, Termination of Employment, Business World and 

Investment 


